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Abstract

The Public Consultation Forum is a form of engaging public participation in the provision of public
services through a two-way dialogue between the providers of public services and the community, aiming
to design policies, establish policies, understand policy impacts, evaluate policies, and address other issues
related to service provision. Although this policy has been in place since 2017, its implementation is not
yet optimal, necessitating strategic steps to achieve the best results. Several factors and challenges faced
in the policy implementation are related to budgetary constraints, human resources, and the commitment
of the public service providers themselves. Hence, massive awareness campaigns are necessary, along with
sufficient budget planning support for conducting public consultation forum activities, and an enhancement
in the competence and capacity of human resources within the units providing public services.

Keywords: Public Service; Community Participation; Public Consultation Forum; Public Service
Providers Unit.

Abstrak

Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik melalui dialog dua arah antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam
rangka merancang kebijakan, menetapkan kebijakan, dampak dari kebijakan dan evaluasi dari kebijakan
serta permasalahan lain yang terkait penyelenggaraan. Meskipun kebijakan ini telah ada sejak tahun 2017,
implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendapatkan
hasil yang maksimal. Beberapa faktor dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah
dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan komitmen dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri,
sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif, dukungan perencanaan anggaran yang cukup untuk
pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik dan peningkatan kompetensi serta kapasitas sumber daya
manusia pada unit penyelenggara pelayanan publik

Kata Kunci: Pelayanan Publik; Partisipasi Masyarakat; Forum Konsultasi Publik, Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bertujuan memenuhi
keperluan pelayanan untuk warga negara dan penduduk. Lingkup pelayanan ini meliputi
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang dilayani oleh penyelenggara
pelayanan publik. Pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik menyatakan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan dalam pelayanan
publik melalui kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif dalam
penyusunan kebijakan pelayanan publik. Pada konsep membangun sebuah pemerintahan
yang baik, penting membangun sebuah nilai yang transparansi, supremasi hukum,
partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dari keenam indikator tersebut,
adapun perolehan skor tertinggi yakni partisipasi dan transparansi.

Penting bagi pemerintah menciptakan inovasi dalam menyediakan ruang komunikasi dua
arah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan
menyediakan kolom umpan balik yang dapat diisi oleh masyarakat (Nugroho, A. A., &
Rahayu, N. S., 2020). Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif seluruh elemen sektor
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publik dalam proses pengambilan keputusan (Karunia R. L., et al., 2023). Terdapat
beberapa aspek yang ditekankan dalam partisipasi diantaranya pada proses perencanaan,
implementasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi peran perempuan
dan pemberdayaan masyarakat (Suryanto, A., & Nugroho, A. A., 2020). Memperluas
partisipasi masyarakat dimana memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah, serta dapat memantau dan
mengendalikan perkembangan dalam jalannya roda pemerintahan, sehingga segala
tindakan dan pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan (Karunia, R. L.,
2023).

Peran pembuat kebijakan dalam hal ini yakni pemerintah tidak hanya sebagai aktor
regulator dan pengawas saja, melainkan juga berperan dalam membangun kemitraan
antara publik dan swasta. Maka demikian, pemangku kepentingan yakni swasta dan
publik memiliki tingkatan untuk berpartisipasi dalam segala proses kebijakan, baik dalam
tahap perumusan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Ketika terdapat keterlibatan
dari berbagai aktor, ini menandakan forum dialog telah dibangun. Forum tersebut tentu
memberikan insentif dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, akuntabilitas top-
down, kepemilikan sumber daya lokal,mekanisme pembagian kekuasaan formal, serta
upaya untuk meningkatkan kepercayaan, serta pendekatan adaptif sebagai bentuk
evaluasi perbaikan (Patadjenu S., et al., 2023). Implementasi Undang-Undang dilakukan
melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 tahun 2017 yang mengatur pedoman
penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog dan diskusi yang melibatkan
penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat secara partisipatif. Setiap
penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melaksanakan FKP guna melibatkan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, meskipun kebijakan ini telah ada sejak tahun 2017, implementasinya masih
belum optimal. Itulah sebabnya dibutuhkan kebijakan strategis supaya dapat
memaksimalkan hasil sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi FKP yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dan dilaporkan
melalui Kementerian PANRB, hanya sebesar 40,61% unit penyelenggara yang telah
melaksanakan FKP. Terdapat 38 instansi pemerintah kementerian/lembaga dan 215
pemerintah daerah yang telah melaksanakan FKP, seperti terlihat dalam Gambar 1.1.
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KAJIAN LITERATUR
Partisipasi Masyarakat
Menurut Creighton (2005), partisipasi masyarakat adalah proses yang terdiri dari
beberapa tahap yang berkelanjutan. Tahapan tersebut meliputi memberikan informasi
kepada publik, mendengarkan publik, melibatkan publik dalam proses pemecahan
masalah, dan mengembangkan argumentasi. Proses ini merupakan bagian integral dari
sistem pemerintahan demokrasi.

Beberapa contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi antara lain proses

pemilihan umum (electoral), penyelenggaraan rapat umum (public hearing), serta

berbagai bentuk gerakan aktivisme. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi
memberikan berbagai manfaat baik secara umum maupun spesifik bagi institusi publik.
Manfaat-manfaat tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2, yang menyajikan beberapa
manfaat yang diperoleh oleh institusi publik akibat terlibatnya masyarakat dalam proses

demokrasi.

Tabel 1 Manfaat Pelibatan Masyarakat dalam Proses Demokrasi

Jenis
Manfaat

Bentuk Manfaat

Deskripsi

Manfaat secara
umum

Baik bagi
demokrasi

Partisipasi masyarakat akan
menciptakan tata kelola pemerintahan
yang lebih demokratis, transparan,
inklusif, legitimasi, dan akuntabel.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga
dapat meningkatkan kepercayaan publik
kepada pemerintah dan institusi
demokrasi

Baik bagi
kebijakan, hukum,
dan pelayanan
publik

Partisipasi masyarakat akan membuat
kebijakan menjadi lebih baik karena
kebijakan dibuat berdasarkan
pengalaman dan kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kualitas kebijakan ini
secara tidak langsung juga akan
meningkatkan kualitas hukum dan
pelayanan publik.

Baik bagi
inklusivitas dan
keberagaman

Partisipasi masyarakat akan membuat
tata kelola pemerintahan dan proses
pengambilan keputusan menjadi lebih
inklusif dengan membuka kesempatan
bagi lebih banyak dan beragam
kelompok-kelompok masyarakat.

Baik bagi
legitimasi
implementasi
kebijakan

Pelibatan masyarakat dalam proses
demokrasi khususnya pada pengambilan
keputusan akan membuat masyarakat
lebih  mengetahui dampak kebijakan
yang diambil oleh pemerintah.

Dapat
menyelesaikan

Pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan akan membuat
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Jenis Bentuk Manfaat Deskripsi
Manfaat
Manfaat bagi masalah dan pemerintah lebih mengetahui mengenai
instansi publik mengetahui masalah-masalah publik yang
kondisi spesifik membutuhkan perhatian khusus dari
tertentu sudut pandang diversitas serta masalah-

masalah lainnya. Dengan informasi ini,
pemerintah akan mampu menyiapkan
rencana  jangka  panjang  untuk
menyelesaikan masalah tersebut

Memahami akar Partisipasi masyarakat dapat berfungsi
penyebab masalah sebagai cara untuk mengumpulkan
informasi, data, dan opini sehingga
dapat diambil keputusan yang lebih baik
dan dapat merespons kebutuhan
masyarakat membentuk kecerdasan
bersama yang dapat berguna untuk co-
creating solusi bagi masalah publik;
menjadi mekanisme untuk mendapatkan
umpan balik dari publik; alat untuk
mengadaptasi dan mendesain pelayanan
publik yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat; cara untuk melibatkan
masyarakat dan stakeholder dalam
proses implementasi kebijakan atau
program-program pemerintah lainnya.

Sumber: OECD (2022)

METODE PENELITIAN

Kualitatif merupakan pendekatan penelitian ini. Cooper dan Schindler (2014: 145)
mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu rangkaian teknik interpretasi yang
mencoba menggambarkan, mengkoding, menerjemahkan, dan menekankan pada makna
(meaning) daripada frekuensi mengenai fenomena yang terjadi secara natural di dunia
sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (in-
depth understanding) mengenai suatu situasi.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami makna individu
atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini
melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, analisis data yang bersifat induktif dari
yang khusus ke tema umum, dan interpretasi makna data oleh peneliti. Pendekatan
kualitatif memiliki fleksibilitas dalam struktur penulisannya, dengan penekanan pada
makna daripada angka frekuensi (Creswell & Creswell (2018: 41).

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan subjek,
individu, atau peristiwa melalui pengumpulan data, dengan menyingkapkan siapa, apa,
kapan, dimana, atau berapa banyak mengenai suatu variabel secara univariat (Cooper dan
Schindler, 2014: 656).
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Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendefinisikan,
mengeksplorasi, dan mendeskripsikan makna dalam konteks penelitian yang berjudul
"Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
(Peraturan Menteri PANRB No 16 Tahun 2017)". Dalam lima jenis metode penelitian
kualitatif, penelitian ini memilih metode studi kasus. Metode ini memungkinkan peneliti
untuk mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap kejadian, proses, dan
aktivitas yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018: 51; Sugiyono, 2013: 14-15).. Studi
kasus juga cocok ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana" dan
"mengapa”, serta ketika fenomena yang diteliti terjadi dalam konteks kehidupan nyata
(Yin, 2014: 1),.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan
publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam proses penyelenggaraannya
pelayanan publik harus didasarkan pada beberapa asas salah satunya adalah asas
partisipasi. Pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan proses pelayanan publik,
sejalan dengan perubahan paradigma dalam proses pelayanan publik dari Public Service
Dominant Logic (PSDL) menjadi Public Service Logic (PSL). Dalam paradigma PSL,
partisipasi menjadi poin perhatian penting karena pada paradigma ini masyarakat tidak
hanya dilibatkan sebagai co-producer dalam proses pemberian layanan tetapi juga co-
creator nilai-nilai layanan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai Kementerian yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan penyesuaian-
penyesuaian guna mencapai tujuan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memiliki
beberapa fungsi yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas
aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia
aparatur, dan pelayanan publik;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi,
akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya
manusia aparatur, dan pelayanan publik;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB,;

4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan;

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian PANRB; dan

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB.

Dari keenam fungsi tersebut, aspek pelayanan publik menjadi salah satu fungsi yang
menjadi fokus dari KemenPAN RB. Untuk melaksanakan fungsi ini, selanjutnya dibentuk
struktur dalam bentuk Deputi Bidang Pelayanan Publik yang lebih spesifik bertugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik melalui
penyelenggaraan beberapa fungsi spesifik, yaitu:
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Perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan publik;

Penyusunan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian

penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

5. Pengelolaan sistem informasi pelayanan publik dan koordinasi pengelolaan pengaduan
secara nasional;

6. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

AN s

Berdasarkan hasil observasi kinerja (performance) implementasi kebijakan Permen
PANRB Nomor 16 Tahun 2017 terkait kebijakan penyelenggaraan Forum Konsultasi
Publik (FKP) tidak terlaksana dengan optimal. Bahwa implementasi Forum Konsultasi
Publik (FKP) belum terlaksana dengan optimal, untuk di masing-masing Unit
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP) terdapat kondisi yang berbeda-beda.
Permasalahan belum terlaksananya secara optimal aktivitas FKP itu dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sama sekali belum melaksanakan.Terdapat unit penyelenggara pelayanan publik
yang sama sekali belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Keterbatasan anggaran. Terdapat unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah
merencanakan melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 namun dalam pelaksanaannya terbentur pada
masalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Pelaksanaan belum sesuai Permen PAN RB

Terdapat unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah melaksanakan Forum
Konsultasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017,
namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut. Oleh
karena itu pelaksanaan Forum Konsultasi tersebut dirasakan belum optimal. Kinerja
kebijakan (the performance of the policy) merupakan kinerja kebijakan sebagaimana
realitas yang senyatanya yang di-delivery-kan kepada publik. Kinerja dan kebijakan
adalah dua fitur dalam satu kontinum, namun merupakan dua kategori yang berbeda.
Konsep kinerja (performance) dapat dibedakan dengan konsep implementasi kebijakan
(policy implementation), maupun dampak kebijakan (policy impact). Studi mengenai
dampak kebijakan merujuk pada konsekuensi dari putusan suatu kebijakan (the
consequences of policy decision). Perbedaan antara dampak kebijakan dengan
implementasi kebijakan adalah jika dampak kebijakan (policy impact) menyangkut
jawaban atas “what happened”, sedangkan implementasi kebijakan menyangkut jawaban
atas “why did it happen this way?” (Meter & Horn, 1975).

Pengertian kinerja (performance) dalam model Meter & Horn (1975) dijelaskannya
bahwa model mereka tidak dirancang untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari
kebijakan pemerintah (ultimate outcomes of governmental policy), namun untuk
mengukur dan menjelaskan kinerja program (program performance), yakni sejauh mana
diantisipasi bahwa layanan pemerintah tersebut sampai kepada publik) (Meter & Horn,
1975). Selain itu kinerja tidak hanya bagaimana suatu kebijakan sampai kepada publik,
namun juga sejauh mana kebijakan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap
permasalahan yang menjadi kebijakan tersebut. Kinerja yang sukses atas suatu
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implementasi kebijakan memang diperlukan, namun juga penting memperhatikan kondisi
yang kondusif untuk untuk mencapai kinerja yang positif tersebut. Berdasarkan tiga
kendala utama strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan Permen PANRB
Nomor 16 Tahun 2017, yakni masalah keterbatasan anggaran, masalah keterbatasan
SDM, dan masalah komitmen dari pelaksana UPP maupun pemangku kepentingan
lainnya, maka strategi peningkatan implementasi kebijakan Permen OPANRB Nomor 16
Tahun 2017 pun dibagi tiga. Pertama, strategi mengatasi keterbatasan anggaran. Kedua,
strategi meningkatkan kapasitas SDM. Ketiga, strategi meningkatkan komitmen pada
kebijakan publik.

Strategi mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM

Sumber daya yang harus disiapkan secara khusus untuk melaksanakan FKP adalah
dukungan anggaran dan kebijakan sehingga FKP dapat diutamakan sebagai prioritas di
UPP Pelayanan Publik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan
anggaran. Meskipun berusaha mengalokasikan sumber daya untuk FKP, sumber daya
yang dimiliki masih terbatas, terutama terkait dengan dukungan anggaran yang tidak
mencukupi. Permasalahan terkait sumber daya untuk melaksanakan FKP adalah
kurangnya dukungan anggaran dari Pemda untuk UPP.

Kondisi ekonomi makro juga turut mempengaruhi pelaksanaan FKP di Kantor UPP,
terutama dalam hal evaluasi APBD yang dapat mengakibatkan kegiatan FKP yang
seharusnya didukung tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, usulan yang diajukan meliputi
pembangunan aplikasi aspirasi online yang dapat dipantau secara pusat.Permasalahan
utama yang dihadapi oleh banyak UPP dalam melaksanakan FKP adalah terkait dengan
anggaran dan sumber daya manusia (SDM), di mana anggaran khusus untuk pelaksanaan
FKP masih sangat kurang. Permasalahan anggaran dan SDM menjadi kunci kesuksesan
atau kegagalan pelaksanaan FKP (Wawancara A).

Usulan lain solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan
sumber daya dalam mengoptimalkan pelaksanaan FKP adalah perlu ada penegasan
kebijakan kepada Pemda dari Menpan RB agar FKP menjadi kegiatan prioritas di UPP
pelayanan publik. (wawancara B).

Selain masalah kondisi keuangan makro yang mempengaruhi APBN dan APBD, masih
ada masalah makro lainnya yang terkait, yakni lingkungan sosial. Lingkungan sosial
memiliki pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan FKP di Kantor UPP, karena banyak
memberikan saran dan masukan langsung melalui kanal pengaduan dan konsultasi, serta
memanfaatkan media sosial UPP. Hal ini dianggap penting dalam mengoptimalkan
penyelenggaraan FKP. Masalah lain adalah terkait teknologi sebagaimana studi yang
dilakukan oleh (Suryanto et al. 2023)(Karunia et al. 2023)(Adriwati 2021) dan (Rahayu,
Dhiaullah, and Marsha 2023).

PENUTUP

Saran untuk masalah ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran UPP tentang
tujuan sebenarnya dari FKP melalui sosialisasi yang intens bagi UPP yang belum
melaksanakan FKP serta pemberian reward dan punishment sebagai bentuk penilaian
Kinerja organisasi, yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang signifikan dalam
pelayanan publik dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memecahkan masalah
tersebut. UPP harus memastikan bahwa mereka melibatkan berbagai pemangku
kepentingan yang relevan, termasuk masyarakat, dan memanfaatkan data dan laporan
masyarakat secara efektif untuk membantu dalam proses pengidentifikasian masalah
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yang sesungguhnya dalam Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
Usulan lain solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan
sumber daya dalam mengoptimalkan pelaksanaan FKP adalah perlu ada penegasan
kebijakan kepada Pemda dari Menpan RB agar FKP menjadi kegiatan prioritas di UPP
pelayanan publik.
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